BAB III

TINJAUANR
TERHADAP PEMERINTAHAN ISLAM

A. Dasar Pemerintahan Islam

Suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh
masyarakat muslim harus mengindahken dasar-dasar yang
telah diberikan oleh nash syara', Artinya suatu pemerin-
tahan dapat dikagakan pemerintahan Islam apabila dida-
sarkan pada ajaran Islam (A. Syalaby, 1988: 10). Dengan
demikian maka suatu pemerintahan Islam selalu harus
mendasarkan politik dan perundang-undangannya kepada al-

Qur'an dan sunnah Rosul,

Al-Qur'an dan sunnah Rosul telsh memberiksn ni-
lai-nilal politik atau dasar-dasar penyelenggaraan
pemerintahan (Amin Rais, 1989: 55). yaitu syura, keadim
lan, persamaan, kebebasan dan pertanggungjawaban peme-

rintah terhadap rakyat.

1. Syura (musyawarah)
Dalam dasar-dasar pemerintahan Islam, masya-
rakat dinilal sebagai lembaga yang penting artinya,
Persatuan kebi jaksanaan pemerintah dalam sistem pe-

merintahan Islam haruslah didasarkan atas masyarakat
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rmusyawarah . (El1-Wa, 1983%: 115).

Partisipasi rakyat dihargal sepenuhnya dalam
pengelolaan negara, sebab rakyat adalah pemilik ne-
gara yang sebenarnya, yang seakan-akan mendapat man-
dat dari Tuhan. Sedangkan para penguasa hanyalah
pelayan-pelayan rakyat yang keberadaannya itu dipi-
1ih oleh rakyat secara bebas, dengan demikian rakyat-
lah yang memegang kedaulatan. Oleh karena 1itu hal-
hal yang berkaitan dengan urusan umat, dimusyawarah-
kan oleh pemerintah bersama-sama dengan umat melalui

lembaga yang mewakilinya (Amin Rais, 1989: 47-55).

Dari pembahasan ituleh, maka masyarakat men=-
jadi media yang sehat guna menghasilkan 'pendapat-
pendapat dan pemecahan masalah yang paling baik un-
tuk merealisasikan masalah individu, masyarakat dan
negara., Karenanya Islam sangat memperhatikan dasar
musyawarah ini (Abu Faris, 1987: 89). Sebagaimana

firman Allah:
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(as-Syuura 42 : 38).

"Dan (bagl) orang-orang yang menerima (mema-
tuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,
sedang urusan mereka (diputuskan dengan mu-
syawarah antara mereka; dan mereka menafkah-
kan sebagian dari rizki yang kami berikan
kepada mereka" (DEPAG RI, 1978: 789).
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Ayat ini memberitahukan kepada kita mengenai
gambaran istimewa dari jalan kehidupan Islami, yaitu
semua urusan kelompok dilaksanakan secara musyawarah
(Maududi, 1990: 283). Hal ini bukan sekedar pernyata-
an mengenai suatu kenyataan saja, tapi juga sebagai
perintah dan peraturan. Sebagaimana firman Allah:
\
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(Al11 Imran 3 ; 159),
"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka, Sekira-
nya kamu bersikap keras, tentulah mereka men-
Jaukan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma-
afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mere-
ka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, gse-

sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakal kepadaNya" (DEPAG RI, 1978: 103).

Maksud dari urusan di atas adalah urusan yang
menyangkut peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya
seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan

lain-lain (DEPAG RI, 1978: 103),

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang
masalah yang Allah perintahkan kepada Nabi~Nya| untuk
dimusyawarahkan dengan para sahabatnya, Sebagian ber-

pendapat mengenai taktik berperang dan menghadapi mu-
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(am-Nahl 16 : 90),

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada ka-
um kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
ke ji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran" (DEPAG RI, 1978: 415).
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu . menyanpai~
kan amanat kepada yang berhak menerimanya,dan
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum dian-
tara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil, Sesungguhnya Allah memberi - pengajaran
yang sebaik-bailmya kepada kamu, sesungghnya

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"®
(DEPAG RI, 1978: 128).

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan peme-
rintah harus bertujuan untuk melaksanskan kedadilan
dalam arti yang seluas-luasnya, .tidak saja keadilan
hukum tetapi juga keadilan sosial ekonomi. Dengan
demikian terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam
kelompok masyarakat dapat dihindarkan (Amin Rais,
1989: 46).

Kebebasan

Islam mengakui adanya kebebasan berfikir, bah-
kan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagal hak dasar
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setiap manusia, Adanya kebebasan ini ditandai dengan

firman Allah sebagal dasar adanya kebebasan ' dalam
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"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada

Allah bersujud apa yang ada di langit, di bu=-

mi, matahari, nulan, bintang, gunung, pohon~-

pohon, binateng-binatang yang melata dan se-~

bagian besar dari manusia?, Dan banyak dian-

tara manusia yang telah ditetapkan azab atas-

nya. Dan barang siapa yang dihinakan Allsah ma

ka tidak seorangpun yang memuliakennya, . Se=

sungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehenda-
ki (DEPAG RI, 1978: 514).

Semua makhluk di muka bumi dan langit kecuali
manusia sujud kepada Allah., Karena prinsip kebebasan
memilih yang diberikan kepada manusia itulah, seba-
gian beriman dan tunduk bersujud kepada Allah, Seba-
glan lagi inkar atau kafir (El-Wa, 1983: 135-136),

Menurut pendapat sarjana hukum intevnasional
modern, bahwa kebebasan itu memiliki beberapa cabang
antara lain: kebebasan berfikir dan beragama, kebe-
bagsan mimbar, kebebasan untuk hidup, merdeka dan
iman, hak untuk berpindah tempat dan sebagainya, A~
kar dari kebebasan tersebut adalah kebebasan berfi-

kir (Amin Rais, 1989: 56).
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Persamaan

Persamaan yang dimaksud adalah dalam arti.le-
gal, bukan faktual. Yaitu manusia itu berdiri sama
di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras,
asal usul, bahasa, keyakinan, pangkat atau latar be-
lakang sosial, dimana masing-masing orang dimintai
sesual dengan kemampuannya, kepada masing-masing di-
berikan sesuai dengan kebutuhannya (Amin Rais, 1989:
23).

Untuk menghilangkan diskriminasi kedudukan

karena berasal dari kelompok tertentu itu, dalam
berbagal sunnahnya Nabi Muhammad SAVW. berusaha untuk
menghapuskannya. Sebagaimana yang dismanatkan Rosu-
lullah ketika menunaikan haji wada':
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(Ahmad bin Hanbal, V : 411).

"Besungguhnya nenek moyang kamu semua adalsh
satu maka tidak dilebihkan antara orang Arab
terhadap orang Ajam demikian pula tidek di-
lebihkan antara orang Ajam terhadap orang A-
rab dan tidek dilebihkan pula antara orang
yang berkulit merah terhagap orang yang ber=
kulit hitam kecuali takwa'",

Ucapan Rasulullah ini adalah sebagal pelaksa-
na firman Allah:
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(al-Hujurat 49 : 13),
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perem-
puan dan menjadikan kamu berbangsa~bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal menge-
nal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di-
sntara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling takwa dientara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (DEPAG RI,
1978: 847),

Perinsip persamaan yang ada dalam al-Qur'an
san as-Sunnah itu merupakan perinsip dasar dari sis-
tem hukum Islam dan karenanya menjadi salah satu da-
ri norma-norma umum dalam ajaran Islam, Dari dasar
itulah, perinsip-perinsip tersebut dikembangkan da-
lam segala aspeknya,

Dengan dasar itu pulalah, baik Rasulullah ma-
upun sahabat-sahabat belaiau, yaitu Abu Bakar dan
Umar bin Khdthab memerdekakan budaknya. Yaitu untuk
menun jukkan bahwa persamaan derajat dijamin dalam ma-

syarakat Islam ... (El-Wa, 1983: 146).

Pertanggung jawaban Pemerintah terhadap Rakyatnya

Pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara. Jabatan ini dimaksudkan agar ia
dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syaritat-
Nya serta membimbngnya ke jalan kemaslahatan dan

kebalkan, mengurus kepentingan secara jujur - dan
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adil dan memimpinnya ke arah kehidupan mulia dan ter-

hormat.,

Namun timbul suatu pertanjaan siapakah sebe~
narnya sumber kekuasaan itu?, Pertanyaan ini dapat
di jawab bahwa sumber kekuasaan adalah umat itu sen-
diri, karsna pada dasarnya pemerintah (penguasa) itu
adalah wakil umat untuk menangani kepentingan agama
den dunia selaras dengan syari'at Allesh dan RasulNya
(M. Yusuf Musa, 1990: 132-133), S&bagaimana disebute

kan dalam firman Allah: _
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"Dan Dialsh yang menj dikan kamu penguasa-pe=-
‘nguasa di bdml dan Dia meninggikan sebahagian
kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa de-
rejat, untuk mengujimu tentang apa yang dibe-
rikan-Nya kepadamu, Sesungguhnya Tuhanmu amat
cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pe-
nga?pun lagi Maha Penyayaeng¥ (DEPAG RI, 1978:
217). .
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"Hal Daud,sesungguhnya Kami men jadikan kamu
kholifah (penguasa) di mulka bami, maka beri-
lah keputussn (perkara) di antara manusia de-
ngan adil dan janganlah kamu mengilkuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
Jalan Allah. Sesungguhnya ornag-orang yang



45

segsat di jalan Allsh akan mendapat azadb yang
berat, karena mereka melupakan hari perhitung-
an" (DEPAG RI, 1978: 736).

Dari ketentuan ayat tersebut, bahwa penguasa
(pemerintah) dalam mewujudkan suatu masyarakat yang
adil dan makmur adalah dengan diterbitkannya suatu
aturan yang berbentuk undang-~undang untuk mengatur
kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang makmur
dan sejahtera, Maka konsekwensinya, masyarakat di-
tuntut untuk menaati segala aturan yang dikeluarkan

oieh pemerintah, hal ini sesua; dengan firman-Nya:
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"Hal orang-orang yang berimsn, taatilah Allah
dan tastilah Rasul-Nya, dan Ulil amri dianta-
ra kamu., Kemudian jika kamu berlainan penda-
pat tentang sesuatu, maka kembalikanlah - 1ia
kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya ( as-
Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih baik akibatnya" (DEPAG RI, 1978: 128).

Namun ketaatan di sini adalah diéyaratkan ge~
lama pemerintah itu tidak menyimpang dari aturan
syara' yang telah ditentukan oleh Allah, Hal ini se-

bagaimana disebutkan dalam hadita Rasul:
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(Bukhory, Kitab sl-Ahkam, Bab 1 : 1),
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"Barang siapa taat kepadaku maka sesungguhnya
ia taat kepada Allah, dan barang siapa  yang
berbuat maksiat kepadaku maka sesungguhnya ia
telah berbuat maksiat kepada Allah, dan  ba-
rang slapa taat kepada pemerintahanku maka ia
sesungguhnya ia taat kepadaku, dan apabila ia
berbuat maksiat terhadap pemerintahanku maka
ia sesungguhnya telah berlaku maksiat kepada-
]
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(Bukhory, Kitab al-Ahkam, Bab 4 : 3).
"Tfunduk dan taat 1tu diwajibken atas muslim
terhagap sesuatu (baik) yang disenangi maupun
terhadap yang dibenci selama (pemerintah) itu
tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka

apabils diperintahkan kepada kemaksiatan maka
tidak wajil tunduk maupun taat',

Para ahll ta'wil berbeda pendapat mengenai
lafadl "Ulil Amri®, Sebagian mengatakan yang dimak-
sid adalah Umara', ada yang mengatakan yaitu seseo-
rang atau sekelompok tentara ysng bertugas di = masa
-Rasulullah, hal inl sesual dengan pendapat ibnu
Abbas, al-Laits, dan as-Sady. Sedangkan yang lainnya
mengatakan bahwa yang dimaksud adalsh séorang yang
ahli ilmu dan figh, sebagaimana pendapat Mujahid, ib-
nu Abi Najih, Atha' bin Saib, al-Hasan, dan Abu Ali-
yah (Thabary, III: 496-501),

Dilihaf dari segi ajaran Islam, pertanggung-
jawaban pemegeang kekuassan atau Ulil A@ri itu pada
akhirnya adalah kepada Allah., Di sinilah letak  ka-
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rakteristik kekuasaan menurut konsep Islam, yaitu
kekuasaan yang selain merupakan amanah ia juga meru-
pakan pertanggungjawaban, Oleh karena 1itu orang
yang diserehi amanah tersebut dituntut untuk mem=-
pertanggung jawabkan amanah itu., Hai ini gsesuai de-

ngan sabda Rasul:
/// o - - o C - s e 77 -
{g ‘L)”a“ AJ'iSthZJH’iirL_AJ‘JL§\4&0(’9&LP1E}>1'
- {lkfﬁgg;lsg5vﬂ‘u;;:; s

(Muslim, Kitab al-Imarsah, Bab 14 : 1).

"Bahwa (kekuasaan) itu adalah suatu ' amansh,

dan ia di heari kiamat akan menjadi rugi dan
penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya
dengan cara yasng hak, serta menunaikan kewa-
ji?an yang dipilunya" (ibnu Taimiyah, 1960:
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(Bukhory, Kitab al-Ahkan, Bab 1 : 2).

"Maging-masing kamu adalah pemimpin, dan ma-
sing-masing kamu akan dimintai pertanggungja=-
waban atas kepemimpinannya, maka seorang imam
adalah pemimpin dan ia ekan dimintail pertang-
nggung jawaban ates kepemimpinannya, dan se~
orang laki-laki adalah pemimpin di dalam ru-
mah tangganya den ia akan dimintai pertange~
gung Jaswaban atas kepemimpinannya, dan seorang
wanita adalah pemimpin bagi keluarga atau
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rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan
la akan dimintai pertanggungjawaban atas ke-
pemimpinannya, dan seorang hamba (pembantu)
adalah pemimpin (penjaga) harta milik maji-
kannya dan ias akan dimintai pertanggung jewa -
ban atas kepemimpinannya, Maka masing-masing
kamu adalah pemimnin dan akan dimintai per-
tanggung jawaban atas kepemimpinannya",

Demikianleh karena kekuasaan menjadi hak
manusia (umat) yang dilimpahkan kepada Ulil Amri se-
bagal pihak yang wajib ditaati berdasarkan perin-
tah Allah dalam al=Qur'an, atau yang dalam 1istilah
ahli fich disebut "Ahlul Halli wal Aqdi" (M. Yusuf
Musa, 1990: 135),

B. Ahlul Halli wal Aqdi dan Tugas=-Tugasnya

Perkataan Ulil Amri, menurut Rasyid Ridha adalah
sekumpulan Ahlul Helli wal Aqdi yang terdiri dari orang
muslim, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan
umm t. Mereka terdiri dari ulama', panglima perang, po-
1litikus, negarawan, para pemimpin kemaslahatan umat
serta pemimpin apa saja yang keberadasnnya men jadi
tumpuan umat untuk mengadukan permasalahannya (A, Kadir

Zaidan, 1987: 146-147).

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Ahlul Halli wal Aqdi ialah orang-orang yang berhubungan
langsung dengan rakyat yang telah menyerahkan keper-

cayaannya kepada mereka, Kemudian mereka menerima pen-
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dapat-pendapat para wakil itu karena keikhlasan dan ke-
giglihan dalam memper juangkan aspirasi dan kepentingan
magyarakat yang diwakilinya itu, dengan kata lain suatu

lembaga penengah dan pemberi fatwa (Maududi, 1990: 245).

Adapun mengenai ciri-ciri Ahlul Halli wal Aqdi
sebagaimana disebutkan oleh Mawardy dalam kitabnya ale
Ahkam as-Sulthaniyyah, bahwa ciri-ciri atau syarat
sebagai Ahlul Halli wal Aqdi diantaranya ialah ; adil,
berilmu, berwawasan luas dan bijaksana (Mawardy, 1393H,:

6).

Al-Maraghl dalam tafsirnya mengatakan bahwa per-
kataan taat kepada Ulil Amri itu adalag sebagai 4ijma‘',
yaitu yang menjadi sumber hulkum yang ke tiga setelah al-
Qur'an dan as-Sunnah, Dikatakan bahwa apabila Ahlul Ha-
111 wal Aqdi telah berijma' (sepakat) atas suatu urusan
di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidsak
ada nashnya dari Allah, kemudian di dalam hal itu me-
reka bersepakat untuk menetapkan hukum gesuatu dengan
Jalan musyawarah, maka menaatinya adalah wéjib. Hal
ini pernah dilekukan oleh sahabat Umar ketike bermusya-
warah dengan ahlur-ra'yi daripada sehabat tentang kan-
tor yang didirikannya dan tentang hal lain tentang ke~
maslahatan-kemaslahatan yang diadskannya dengan pendapat
Ulil Amri di antara para sahsbat, meskipun perkara ter-

sebut belum pernah terjadi pads masa Rasulullah (Mara-
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ghi 5, 1985: 119-120), Karena ketik Rasul masih hidup
maka beliaulsh tempat kembali hukum gyaritat, Untuk itu
maka adanya ijma' itu disyaratkan hanya boleh dilskukan
sesudah Rasulullah wafat (Khallaf, 1978 M./1348 H,: 45).

Dengan demikisn, maka 1lembaga Ahlul Halli wal
Aqdi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Islam,
memiliki sejumlah tugas-tugas Yang harus dilakukannya,
tetapi dalam hal ini tugasnya terbatas dalam membuat
undang-undang yang berkenasan dengan hel-hal yang ber-

corak umum (Asad Azam, 1985: 87),

Adapun tugas-tugas yang harus dileksanakan oleh
Ahlul Halli wal Aqdi (Maududi, 1990: 246-247). Sebagai
berikut:

1. Menegakkan peraturan yang ditentukan secara tegas
dalam syari'at menjadi undang-undang,

2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman-pedo-
man syari'at yang mempunyai kemungkinan  penafsiran
lebih dari satu,

3. Menegakkan hukum~hukum yang disyari'atkan dengsan
selalu menjaga jiwa hukum Islem.

4. Merumuskan hukum suatu masalah yang - “pedoman dan
sifat dasarnya tidak diatur dalam syarifat sepanjang

tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'at.

Keberadaan Ahlul Halli wal Aqdl dalam sistem pe-

merintahan Islam ini dapat dijadiken sebagai maqis
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'alaih terhadap keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rak-

yat di dalam pemerintahan Indonesia.

Qiyas, menurut ahli ushul adalah menyamakan su-
atu ke jadian yang tidak ada nash hukumnya kepada ke ja-
dian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena ada-
nya kesamaan antara dua ke jadian itu dalam illat hukum-

nya (Khallaf, 1978: 52).

Adapun dalil adanya qiyas adalsh firman Allah:
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"Hal orang-orang yang beriman, taatilah Alleh
dan Rasul-Nya, dan Ulil amri di antara kamu, Ke-
mudian jika kamu berlainan pendapat tenteng se-
suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur'an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah), jika kamu be-
nar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan 1lebih
baik akibatnya" (DEPAG RI, 1978: 128).

Jalan pengambilan dalil dengan ayat tersebut
ialah karena Allah memerintahkan kepada orang mukmin
Jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesu-
atu yang tidak terdapat d1 dalam al-Qur'an atau as-—
Sunnah dan kesepakatan ulil amri, agar mengembalikan
persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan ag-Sunnah, de-
ngan cara bagaimanapun juga. Dengan demikian tidak da-

pat diragukan lagi bahwa menghubungkan ke jadian yang
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tidak ada nashnya lantaran kesamaan illat hukum nash,
termasuk mengembalikan ke jadian yang tidak ada nashnya
itu kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung arti ta-
at kepada hukum Allsh dan Rasulnya. Scbegaimana diceri-

takan daslam hadits Mu'adz:
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"Bagaimanakah kamu memutusi perkara bila dikemu-

kakan masalah kepadamu?. Jawab Mu'adz, aku memu-

tuskan dengan Kitabulleh, Jika masalah itu tidak

terdapat di dalam Kitab Allah? tanya Rasul se=

lanjutnya. Maka dengan Sunnah Rasulullah, jawab-~

nya. Kemudian Rasul menanyakan lebih lanjut, ji-

ka masalah itu tidek terdapat dalam Sunnah Rasul?
Aku berijtihad dengan pendapatku dan berusaha de-
ngan segenap tenaga, katanya. Lalu Mutadz mene-

ruskan cerdtanya, ujarnya: Rasulullah SAW. 1lalu

menepuk dada saya dan seraya bersabda: Segala pu-
J1 bagl Alleh yang telah membimbing utusan Rasul

karena telah telah membuat keridhaan Allah dan

Rasul-Nya" (H.R. Abu Dawud),

Hadits ini menerangkan pengakuan Rasulullah SAW.
terhadap bolehnya berijtihad, bila tidak didapati nash
dari al-Qur'an maupun dari al-Hadits. Ijtihad itu tidak
lain dari usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapal su-

atu ketetapan hukum, Sedang usaha-usaha itu dapat juga
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dijalankan dengan jalan menganalogokan peristiwa yang
tidak ada nashnya kepada peristiwa yang ada nashnya de-
ngan memperhatikan persamasn illatnya (ini disebut meng-

kiaskan) (Miftahul Arifin, 1994: 93-94).

Rukun-rukun qiyas ada empat (Khallaf, 1978: 60).

Yaitu:
1, Ashal (pokok) ialah sesuatu yang hukumnya terdapat
di dalam nash, biasa disebut magis 'alaih (yang di-

pakal sebagal ukuran), atau mahmul 'alaih (yang di-

pakai sebagal tanggungan), atau musyabbah bih ( yang

dipakai sebagal penyerupaan), Dalam hal ini adalah
Ulil Amri (Ahlul Halli wal Aqdi).

2. Al-Far'u 1islah secuatu yang hukumnya tidak terdapat
dil dalam nash dan hukumnya disamakan kepada al-Ashl,
Al-Fartu ini biesa disebut al-magis (yang diukur),
atau al-mahmul (yang dibawa), atau musyabbah ( yang
disamakan/diserupakan)., Dalam hal ini adalah lembaga
DPR.

3, Hukum Ashl ialah hukum syara' yang terdapat di dalam
nashnya, maka apa yang menjadi hukum dari Ashal di-
pakai sebagal hukum dari cabsang. Dalam hal ini hukum
Ashl sebagaimana perkataan lafadl " g‘fb‘ " ini
adalah merupakan bentuk amar. Sebagaimana kaedah u-

shu) figh mengatakan:
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"Arti yang pokok dalam amr, ialah menunjukkan

wajib" (wajibnya perbuatan yang dilakuakan"
(A. Hanafig, 1988: 31),

Maka hukum dari taat kepada Ulil Amri adalsh
wajib, Dengan demikian hukum dari ketaatan terhadap
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat juga hukumnya wajib.
Al-I1lat ialah keadaan tertentu yang dipakal sebagail
dasar bagi hukum ashal, kcmudian cabang (al-Far'u)
itu disamakan kepada Ashl dalam hal hukumnya.

Dalam hal ini sebagail Illat kesamaan antara hukum
Ashl (Ahlul Halli wal Aqdi) dengan  hukum cabang
(lembaga DPR) adalah kedudukannya sebagai wakil rak-
yat/umat yang mempunyai tugas dalam pembuatan aturan

(undang-undang) .



